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ABSTRAK

Reza Nurul Aini. 202010115133, Penegakan Hukum Terhadap Pengembang
Perumahan Yang Belum Memiliki Kelengkapan lzin Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) Berdasarkan Pasal 44 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu prosedur perizinan
yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bar,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan standar teknis bangunan gedung. Penelitian ini dinilai perlu dilakukan
karena dapat mengidentifikasi penegakan hukum terhadap pengembang atau
pemilik bangunan gedung dan juga memberikan edukasi terkait sanksi-sanksi
yvang akan di berikan terhadap pemilik bangupan vang melanggar ketentuan
perundang-undangan, Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan
strategi atau saran yang bisa dilakukan untuk pencgakan hukum yang lebih efektif
dan efisien khususnnya terkait pemilik bangunan perumahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penegakan hukum mengenai
perumahan vang tidak memiliki Persctujuan Bangunan Gedung (PBG) yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Pasal 44,
dimana izin ini merupakan salah satu izin yang harus dipenuhi agar terciptanya
bangunan laik fungsi Selain itu juga bertujuan untuk mengkaji dan mengedukasi
pengembang selaku pemilik bangunan gedung terkait bentuk tanggung jawab
terhadap bangunan perumahan vang belum memiliki Persetujuan Bangunan
Gedung yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja Pasal 45, Kepemilikan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini
merupakan kewajiban dari pemilik bangunon gedung, dalam hal ini pengembang
sclaku pemilik bangunan gedung telah melanggar kewapban dan  tidak
bertanggung jawab atas pengurusan izin tersebut.

Hasil peneliian menunjukkan bahwa pemilik bangunan gedung dan/atau
pengguna gedung akan berpotensi dipenjara paling lama tiga tahun atau pidana
denda paling banyak sebesar 10% dari nilai bangunan apabila tidak memenuhi
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan jika mengakibatkan kerugian
harta benda orang lain. Selain itu bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud
adalah pengembang selaku pemilik bangunan gedung perumahan yang tidak
melaksanakan kegiatan pembangunan sesuail aturan, yang dalam hal ini belum
mengantungi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) namun tetap memaksakan
kondisi pembangunan pada daerah dimaksud harus menerima sanksi dan/atau
denda berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedunga (PBG), Penegakan Hukum,
Pertanggungjawaban Hukum
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ABSTRACT

Reza Nurul Aini. 202010115133, Law Enforcement Against Housing Developers
Who Do Net Have Complete Building Approval Permits (PBG) Based on Law
Article 44 Number 6 of 2023 concerning Job Creation.

Building Approval (PBG) is one of the licensing procedures given to building
owners to build new, change, expand, reduce, and/or maintain buildings in
accordance with building technical standards. This research is considered
necessary because it can identify law enforcement against huilding developers or
building owners and also provide education regarding the sanctions that will be
given to building owners who vielate statutory provisions. Apart from that, this
research aims to provide strategies or suggestions that can be implemented for
more effective and efficient law enforcement, especially regarding residential
building owners.

This rescarch aims to examine the form of law enforcement reganding housing that
does not have a Building Approval (PBG) as stated in Law Number 6 of 2023
concerning Copyright Article 44, where this permit is one of the permits that must
be fulfilled in order to create a functionally functional building. Apart from that, it
also aims to study and educate developers as building owners regarding the form
of responsibility for residential buildings that do not yet have a Building Approval
as regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation Article 45.
Owvnership of a Building Approval Permit (PBG) this is the obligation of the
building owner, in this case the developer as the building owner has violated his
obligations and is not respansible for processing the permit,

The results of the research show thar building owners and/or building users have
the potential to be imprisoned for a maximum of three years or fined a maximum
of 10% of the building value if they do not comply with the provisions of the laws
and regulations if it results in loss of other people’s praperty. Apart from that, the
Jorm of accountability referred to is that the developer as the owner of the
revidential building whe does not carry owt development activities acconding to
the regulations, whe in this case has not vet received a Building Approval (PBG)
but still imposes development conditions in the area in question must receive
sanctions and/or fines based on the Law: -Law Number 6 of 2023.

Keywaords: Building Approval (PBG), Law Enforeement, Legal Accountability
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarkan
lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk dirimu serupa yang kau
impikan mungkin tidak selalu lancer. Tapi. gelombang-gelombang itu yang nanti
bisa kau ceritakan”

{Boy Candra)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk™
{Tan Malaka)

PERSEMBAHAN
Tiada lembar yang paling indah dalam karya skripsi ini kecuali lembar
persembahan dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini penulis
persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, adik, kekasih dan

teman-teman yang selalu membert support dalam menyelesaikan skripsi ini.
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